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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

 
NOMOR : 570/440/S.V/DPMPTSP-2022 

 
TENTANG  

 
PENETAPAN STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN  

DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

 
Menimbang :  a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai 

dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna 

mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan 

penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib 

menetapkan Standar Biaya Perolehan Informasi Publik;  

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 

perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah tentang Standar 

Biaya Perolehan Informasi Publik; 

 
Mengingat :   1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-Undang 

Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra 

Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I 

Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 83) sebagai 

Undang-Undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 

62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1622);  

2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);     

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 



 

2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679);  

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5357);  

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;  

7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2008 

Tentang Urusan Pemerintah Daerah Yang Menjadi Kewenangan Provinsi 

Kalimantan Tengah (Lembar Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 

2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Klaimantan tengah 

Nomor 11);  

8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tanggal 14 Februari 2018 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 

tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi 

Kalimantan Tengah;  

9. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2021 tentang 

Standar Layanan Informasi Publik; 

10. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 45 Tahun 2016 Tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi 

Kalimantan Tengah; 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan :  

KESATU  :  Standar Biaya Perolehan Informasi Publik di Lingkungan Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah yang meliputi 

produk/jenis pelayanan pemberian data dan informasi terkait pengelolaan batas 

wilayah Negara dan kawasan perbatasan Negara, dengan standar biaya 

perolehan Rp. 0,- (Null Rupiah) sampai dengan 5 (lima) lembar. Apabila lebih dari 

5 lembar  

KEDUA  :  Standar Biaya Perolehan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai 

acuan dalam pemberian pelayanan pelayanan publik.  

KETIGA  :  Seluruh biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan surat keputusan ini 

dibebankan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Provinsi Kalimantan Tengah  




